
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR  2  TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  BULUNGAN,

Menimbang: a. bahwa  setiap  kerugian  daerah  yang  disebabkan  oleh 
tindakan melanggar  hukum atau kelalaian  harus  segera 
diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  144  Peraturan 
Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah,   Pasal  323  Peraturan  Menteri  Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006,  serta Pasal 85 Peraturan 
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara  tuntutan  ganti  kerugian  daerah  diatur  dengan 
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf  a  dan huruf  b  perlu  membentuk Peraturan 
Daerah  tentang  Tata  Cara  Tuntutan  Ganti  Kerugian 
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara  Republik  Inedonesia  Tahun  1953  Nomor  9, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
1820)  sebagai  Undang-Undang  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  1974  Nomor  55,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  3041)  sebagaimana  diubah 
dengan Undang-Undang Nomor  43  Tahun 1999  tentang 
Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 
tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  169,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang 
Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari 
Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi (Lembaran Negara 
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Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  137,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4355); 

7. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  53,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor  4437)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2008  tentang  Perubahan 
Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4844);

10. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2001  tentang 
Pengamanan  dan  Pengalihan  Barang  Milik/Kekayaan  Negara  dari 
Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  Rangka 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4073);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor 79 Tahun  2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006   tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2006  Nomor  20,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4609),  sebagimana telah  diubah  dengan 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Perubahan 
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan 
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Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2008  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4855);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan 
Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang 
Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  83,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang 
Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2010  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

18. Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang 
Pengesahan,  Pengundangan,  dan  Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri 
dalam Negeri  Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten  Bulungan Nomor 1 Tahun 
2008  tentang  Penerbitan  Lembaran  Daerah  dan  Berita 
Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bulungan  Tahun 
2008 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 
2008  tentang  Urusan  Pemerintahan  Yang  Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten  Bulungan Nomor 9 Tahun 
2009  tentang  Pengelolaan  Barang  Daerah  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten  Bulungan Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bulungan  Tahun  2011 
Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  TATA  CARA 
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  beserta 
Perangkat  Daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan 
daerah. 

4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang 
selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  Lembaga  Perwakilan  Rakyat 
Daerah  Kabupaten  Bulungan  sebagai  unsur  penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan 
Kelurahan. 

7. Pegawai  Negeri  adalah  mereka  yang  setelah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara 
lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  suatu  peraturan  perundang-
undangan dan  digaji  menurut  peraturan  perundang-undangan yang 
berlaku.

8. Jabatan  Negeri  adalah  jabatan  dalam  bidang 
eksekutif  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

9. Pejabat  yang  berwenang  adalah  pejabat  yang 
karena  kewenangannya  dapat  memberikan  keterangan  atau 
menyatakan  suatu  hal  atau  peristiwa  sesungguhnya  yang  secara 
hukum dapat dipertanggungjawabkan.

10. Ahli  Waris  adalah  orang  yang  menggantikan 
pewaris  dalam  kedudukannya  terhadap  warisan,  hak  maupun 
kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

11. Aparat  Pengawasan  Fungsional  adalah  Badan 
Pemeriksa  Keuangan,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan 
Pembangunan,  Inspektorat  Jenderal,  Inspektorat  Provinsi,  dan 
Inspektorat Kabupaten.
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12. Tuntutan Ganti  Rugi  yang selanjutnya  disingkat 
TGR adalah  suatu  proses  tuntutan  terhadap pegawai  negeri  dalam 
kedudukannya  bukan  sebagai  bendaharawan,  pegawai  perusahaan 
daerah, pejabat lainnya dan pihak lainnya dengan tujuan menuntut 
penggantian  kerugian  disebabkan  oleh  perbuatannya  melanggar 
hukum  dan/atau  melalaikan  kewajibannya  sebagaimana  mestinya 
sehingga  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  Daerah 
menderita kerugian.

13. Tuntutan  Perbendaharaan  adalah  suatu  proses 
tuntutan  terhadap  pegawai  negeri  dalam  kedudukannya  bukan 
sebagai bendaharawan, pegawai perusahaan daerah, pejabat lainnya 
dan  pihak  lainnya  dengan  tujuan  menuntut  penggantian  kerugian 
disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan 
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung 
ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian atas pengelolaan 
dan pertanggungjawaban keuangan negara,  termasuk investasi  dan 
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN  dan APBD. 

14. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan 
pertanggungjawaban  keuangan  negara,  termasuk  investasi  dan 
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN  dan APBD. 

15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya  disebut  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan 
Pemerintahan Daerah yang disetujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

17. Barang milik daerah adalah semua barang yang 
dibeli  atau diperoleh atas  beban APBD atau berasal  dari  perolehan 
lainnya yang sah.

18. Kadaluwarsa  adalah  jangka  waktu  yang 
menyebabkan  gugurnya  hak  untuk  melakukan  tuntutan  ganti  rugi 
terhadap pelaku kerugian daerah.

19. Pembebasan adalah membebaskan seluruh atau 
sebagian  kewajiban  seseorang  untuk  membayar  hutang  kepada 
Daerah yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
menjadi  tanggungannya,  tetapi  atas  dasar  pertimbangan  keadilan 
atau  alasan  penting,  tidak  layak  ditagih  darinya  dan  yang 
bersangkutan terbukti tidak bersalah.

20. Penghapusan  adalah  menghapuskan  tagihan 
daerah  dari  administrasi  pembukuan  karena  alasan  tertentu  baik 
seluruhnya  maupun  sebagian  dan  apabila  dikemudian  hari  yang 
bersangkutan mampu akan ditagih kembali.

21. Hukuman  disiplin  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan 
kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  karena  melanggar  peraturan  disiplin  Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

22. Tidak  layak  adalah  suatu  keadaan  seseorang 
yang  bersangkutan  dilihat  dari  aspek  kemanusiaan  baik  yang 
menyangkut  fisik  maupun  non  fisik  dipandang  tdak  mampu 
menyelesaikan kerugian daerah.
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